BAB IV

ANALISISTERHADAP SISTEM 1JON DALAM JUAL BELI IKAN

DI DESA GEMPOLSEWU KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN

KENDAL

A. Analisis Praktek Sistem ljon Dalam Jual Beli Ikani desa
Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal vaesnya
dengan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2010 tentangeléan dan
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kenda

Jual beli merupakan salah satu akad yang dianjurkidam
mencari rizki. Karena perniagaan atau perdagangamupakan salah
satu cara mendapatkan keuntungan yang pernah atilaksn dan
diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli merupakaatu bentuk
muamalah antara manusia dengan manusia dalam biddogmomi
yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya juali, b manusia
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusiak tdapat
hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama nyain agar
mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan ardal segala
urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jualli, bsewa-
menyewa, bercocok tanam, atau dengan bentuk peatukdainnya,
baik untuk keperluannya sendiri maupun kemaslahatarum. Untuk
menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukafmuhgan dengan

sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyaraka
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Sebagaimana dijelaskan dalam bab 3 bahwa Sisterm ljo
merupakan istilah yang digunakan oleh nelayan damagan di Desa
Gempolsewu untuk menyebut transaksi jual beli ikgng dilakukan
di luar TPI. Meskipun Pemerintah Daerah setempatlahte
menyediakan tempat pelelangan ikan namun 75% (tguhluh lima)
yaitu 4.060 dari nelayan yang ada mereka melakuRmstem ljon dan
hanya 25% (dua puluh lima) yaitu 1.354 dari nelayamg masuk ke
TPIl. Praktek sistem ljon cukup subur di Desa Gesgwl karena
kurangnya dana yang dimiliki para nelayan untulydiaelaut.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukati Desa
Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, uligen
memperoleh beberapa data yang dipadukan denganrapabebuku-
buku yang berhubungan dengan jual beli. sistem Ilgpabila dilihat
dari sudut pandang peraturan yang berlaku merupdiertuk sebuah
pelanggaran atau praktek ilegal, dapat disebut ldamikarena dalam
tata cara perdagangan ikan untuk daerah Kendal rusatya
mengikuti ketentuan Pemerintah vyaitu Peraturan &meNomor 10
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tenfpelelangan
Ikan di Kabupaten Kendal, dimana dalam Peraturaimefiatahan

daerah disebutkan dalam Pasal 5 bahwa:

“ (1) Dalam rangka pendataan sumber daya ikanutj laaka semua hasil
penangkapan ikan di laut yang berada di Daerahbwdjdaratkan di
Pelabuhan Perikanan atau PPl dan dicatatkan padgageobservasi Dinas
Peternakan, Keluatan dan Perikanan. (2)Semua Ipasiangkapan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijuehrselelang di TPI,
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kecuali yang dipergunakan sebagai lauk pauk bdgyae dan keluarganya.
(3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimarekslich dalam ayat (2)
hanya dapat diberikan atas izin tertulis dari pasugang ditunjuk”.

Mengingat isi dari pasal 5 di atas bahwa semual hasigkapan
ikan harus dijual di TPl secara lelang, namun gsepgang diketahui
bahwa dalam prakteksistem ljon tidak melalui pelelangan. Fakta
tersebut jelas-jelas melanggar Peraturan Daerabmpat. Pemerintah
Daerah setempat telah menyediakan tempat pelelarigan untuk
melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangaria fasilitas
lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ik&aapun tujuan
diadakannya pengelolaan tempat pelelangan ikan yaegantum
dalam pasal 3, yaitu:

1. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaaan lelang ikan
2. Mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan
3. Mengurangi atau menghilangkan praktek sistem ljon
dikalangan nelayan
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
5. Meningkatkan pendapatan daerah, dan
6. Memudahkan pendapatan pengelolaan sumber daya ikan
Dari pasal 3 di atas sudah dijelaskan bahwa sistgm
dilarang, karena sistem ljon dianggap praktek yanmgnyalahi
aturan karena tidak sesuai dengan aturan yang sulit@tapkan,
selain merugikan para nelayan praktek sistem ljoogaj
mengurangi pendapatan daerah setempat. Tempatarfydal lkan
(TPI) Desa Gempolsewu telah melakukan tindakan rtieae

dengan dibantu oleh SATPOL PP agar pelaku sisteom ljkut

melakukan pelelangan ikan di TPI, namun hal terselidak
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membuahkan hasil hanya para pelaku sistem ljon dahak
juragan membayar retribusi sebesar yang mereka nkagi
Sedangkan dalam Peraturan Daerah No 10 tahun 2@l&h t
disebutkan bahwa orang pribadi atau badan yang goeagan
fasilitas TPl dan atau melakukan pelelangan ikanT8i dipungut
retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas TRhgy diberikan
oleh Pemerintah Daerah. Adapun besarnya tarif bredri tercantum
dalam Pasal 19, yaitu:

(1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI Biemerintah Daerah
dikenakan retribusi sebesar 1 % (satu persenhdaritransaksi jual

beli atas ikan yang dilelang di TPI.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat plndut dari nelayan

selaku penjual ikan sebesar 0,4 % (nol koma engraep) dan dari
bakul selaku pembeli ikan sebesar 0,6 % (nol komaarepersen).

Jumlah retribusi yang harus dibayar oleh nelayan takul
yang melakukan transaksi di TPl sebenarnya tidagitiebesar, isi
pasal 19 diatas telah diperkecil biaya retribusiri d&% (lima)
dengan perincian 3% (tiga) dipungut dari nelayam d#6 (dua)
dipungut dari bakul menjadi 1% (satu) dengan p&mc0,4% (nol
koma empat) dipungut dari nelayan dan 0,6 (nol koeram)
dipungut dari bakul. Bagi para nelayan dan bakuihgyatidak
membayar retribusi dikenakan sanksi administrashgyaercantum
dalam pasal 34, sebagi berikut:

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewamitya sehingga
merugikan keuangan Daerah, didenda paling bany@ked kali jumlah

retribusi terutang yang tidak atau kurang dibagaienda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara
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Dari penjelasan pasal 34 di atas dijelaskan baheg para
pinak yang tidak membayar retribusi dikenakan  sanks
administrasi, selain dikenakan sanksi administrdgienakan juga
sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 36, yaitu:

(1) Wajib retribusi yang tidak tidak melaksanakaewhjibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidanadan paling
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling baBygiga) kali jumlah
retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat aflalah
pelanggaran.

Dari pasal 36 diatas Pemerintah Daerah setempat
memberikan hukuman kepada pihak yang melanggararatagar
para pelaku jera akan tindakannya yang tidak sedeagan aturan
yang ada tidak merugikan pendapatan keuangan dagaah tidak
mengganggu stabilitas harga ikan.

Apabila  dihitung dari kacamata ekonomi pendapatan
daerah, kegiatan praktek sistem ljon yang dilakuldinluar TPI
berpotensi sangat merugikan bagi Pemerintah Daekahena para
pelaku sistem ljon lebih banyak dari pada nelayamgy melakukan
pelelangan di TPIl. Dari kegiatan ilegal tersebuturkangan dari
hasil pungutan retribusi kepada Pemerintah Daeradtengpat
menjadi sangat berkurang. Dengan demikian perlunyedaevaluasi
secara menyeluruh terhadap kebijakan dalam bidaerikgman dan

kelautan. Sehingga pelanggaran dapat dicegah attidaleya

dapat diminimalisir keberadaannya.
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B. Analisias Hukum Islam Terhadap Praktek Sistem IjDalam Jual

Beli lkan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari ulaten
Kendal.

Setiap kegiatan jual beli tidak bisa lepas dari umk dan
bagaimana apabila ditinjau dari sudut hukum Isla#engenai hal ini
sistem ljon dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewperlu
mendapatkan perhatian serius karena praktek sidjem dalam jual
beli ikan tidak sesuai dengan syari'at dan dipagddiasa oleh
masyarakat Desa Gempolsewu.

Jual beli ikan dengan menggunakan sistem Iyang terjadi di
Desa Gemposewu sudah menjadi kebiasaan, tetapiligppemelihat
kebiasaan itu tidak sesuai dengan syari'at Islamgyaerdasarkan Al-
Quran dan Hadist. Sebenarnya kebiasaan terseluak timembawa
kemaslahatan bagi orang lain, melainkan membawadharat bagi
salah satu pihak yang melakukan sistem ljon dalamal jbeli ikan
yang terjadi di Desa Gempolsewu.

Praktek sistem ljon dalam jual beli ikan tersebwlach hukum
Islam sama dengan cara praktek mapak atau menghadadagang
desa sebelum mereka masuk ke pasar, dimana bakubetiebarang
dengan harga yang murah dan menjualnya dengan hangga mahal.
Praktek mapak tersebut dilarang berdasarkan sahsidi#ah SAW:

PR R ETPE 2 S [N EVNE PN E I Ep P

(ade i ol 2 s 2
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Artinya: Janganlah kamu memapak (meyongsong) kafitebelum
masuk kota dan belum tau harga pasar dan jangamg ora
kota menjualkan buat orang-orang desa. (HR. Mutafa
‘Alaih)*

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa menjuabriy dengan
cara menghadang pedagang yang belum sampai di mksarbelum
mengetahui harga barang di pasaran adalah dilaramgskipun
memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. hal ini dikdtakan para
pedangang tidak mengetahui harga pasar, apabilagped itu datang
sendiri ke pasar, maka dapatlah mereka tahu hasgargn dan dapat
menambah keuntungan bagi dirinya.

Larangan Nabi SAW tersebut bersifat melindungi keéipgan
pedangan yang datang dari luar kota yang tidak etahgi
perkembangan harga, dan bertujuan untuk menghidéanglpraktek-
praktek tengkulak yang ingin mencari keuntungan dsentanpa
memperhatikan kepentingan umum.

Imam Hanafi berpendapat, boleh menghadang dagantgapi
menjadi makruh apabila membahayakan kepentingan mumdan
mengacaukan harga pasar. Apabila penghadangan ilakukhn oleh

tengkulak dengan jalan memborong dan memonopoli anggar

dagangan sehingga membahayakan kepentingan umurka rbakan

! Al-Asgalani Bulugh al-Maram(terj) Muh. Sjarief Sukandi, Bandung: Al Ma’arif,
1984. him. 381.
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lagi larangan makruh seperti yang dikemukakan oletam Hanafi,
melainkan telah menjadi haram.
Terjadinya praktek sistem ljon karena adanya hutalagi pihak
nelayan kepada pihak juragan untuk membeli kapah dsemua
perlengkapan melaut, juragan tidak hanya secara a-cuma
memberikan pinjaman uang kepada nelayan, tetapgagerketentuan
semua hasil tangkapan ikan nelayan harus dijualadap juragan
dengan harga yang ditentukan oleh juragan. Dalaah lpeli seperti ini
juragan telah menggabungkan dua syarat vyaitu uytarigng dan
penjualan, padahal jelas dilarang melakukan trassakang-piutang
dengan penjualan dalam waktu bersamaan sepertisHathabi SAW
yang telah di riwayatkan oleh Abdullah ibn Umarmanerangkan:
Gle g iy Judes e Lo Do s hus e
ola, i/\:\_:c &éj\_ﬁ’@ij ‘§5 c:).;_:,a} ?\_2 }?.’2 ‘gj 4@;5 Z}/ g\jaj_f; ‘gj ‘E,_::’j
Artinya: “ Nabi SAW bersabda: Tidaklah halal melkkn transaksi
utang-piutang dan penjualan dalam waktu bersamaan,
tidaklah halal menggabungkan dua syarat dalam satu
penjualan, tidaklah mengambil keuntungan A=dap
barang yang belum masuk dlamannya dan tidaklahl hala
menjual barang yang belum ada pada engkau”. (H.R.
Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, dan At-Turmudzy; Al-
Muntaga II; 332)

Dari hadist di atas dijelaskan bahwa tidak boleh lakgkan

transaksi  utang-piutang berikut jual beli dan tidakboleh

2 Hamzah Ya'qubKode Etik Dagang Menurut IslagnBandung: CV Diponegoro, Cet Ke-
2,1992, him. 162.

3 Ali Isa Muhammad Bin Isa Bin sauralami’ al Shaheh Sunan AL-Thirmidauz 111,
1958, him. 535-536.
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menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, giaebapara
ulama berpegang kepada hadist ini, dan sepakak trdambolehkan
penjualan dengan menggabungkan dua syarat. Sebagilma
mengatakan jika hanya satu syarat dibolehkan, jke syarat atau
lebih tidak dibolehkan, akad demikian faSid.

Dalam perdagangan ikan di Desa Gempolsewu telatedidisan
tempat khusus sebagai tempat transaksi jual beln ikaitu Tempat
Pelelangan lkan (TPIl) dimana standar harga sudahgikgi pasar.
Namun yang terjadi dalam jual beli ikan yang memgduan sistem
ljon harga yang dipakai tidak mengikuti harga pasar melainkan
menurut para juragan (bakul) dan nelayan (penjsabagi pihak yang
ikut melakukan jual beli ikan yaitu pihak yang mampai barang
tidak di perbolehkan ikut menentukan harga dan ldipa menerima
pemberian harga dari juragan, penentuan harga tsejper tergolong
fasid karena terdapat usur paksaan, sebab paksaaniadakan
kerelaan yang merupakan unsur penting bagi keabs@e beli dan
tidak memenuhi syarat nilia tukar yaitu harga hadisepakati oleh
kedua belah pihak dan harus disepakati jumlahnyedaigkan dalam
Islam tidak seorangpun boleh menetapkan harga dr kesepakatan

penjual dan pembeli.

4 Muhammad Afifi,Figih Imam Syafi’j Jakarta: Almahira, Cet ke-1, 2010, him. 655.
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Seperti hadis Rasulullah SAW:

3 ruju&dsymsJy)wdx;;;u\wJ

;%2513 Fart b di e W mead 2 d Slszw;;;;mJ
Ga;gf’\gﬁguyjcs(égapa:’;@;u@;;_ﬁfi;i/jjéjgﬁ\o\j;

Artinya: “Dari anas ra, ia berkata : “ Suatu ketiggada masa
Rasulullah saw. harga-harga barang melonjak naik,
hingga para sahabat mengeluh dan mengadu kepada
Rasulullah saw: “Ya Rasulullah, tetapkanlah hargaaig
bagi kita. “Rasulullah saw. menjawab: “Sesungguhnya
hanya Allah-lah Dzat yang menentukan harga (harga),
Dzat yang menentukan dan memberikan harga. Sungguh
saya berharap akan Dbertemu Tuhan-ku, dan tidak
seorangpun akan menuntunku akan sebuah kedhaliman,
baik yang berkaitan dengan jiwa maupun harga.”

\C\m

Hadist di atas menerangkan suatu keadaan pada Rasalullah
SAW vyang menggambarkan suatu kondisi ekonomi yanlit yang
mana telah terjadi kelangkaan barang sehingga fengm
barangpun  melonjak  tajam. Sebagaimana  diungkapkanheh o
Muhammad ‘Alawi al-Maliki, peristiwa kenaikan hargayang
melatarbelakangi munculnya hadist tersebut terjpdda tahun 8 H
(629 M). Keadaan yang demikian tentu sangat mertizera
masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan poko&reka
sehari-hari, sehingga para sahabat mengadu kepadaluRah SAW.
dan mengusulkan agar beliau mau mengatur hargahargrang
sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Namustru ju

Rasulullah  SAW. menolak untuk melakukan intervehsirga, dengan

® Misbahul Munir,Ajaran-ajaran Ekonomi RasulullatMalang: UIN-Malang Press, Cet
ke-1, 2007, him. 93.
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asumsi bahwa Allah-lah yang mengatur semua hargaanga
sehingga tidak seorangpun manusia (termasuk bedaodiri sebagai
Rasulullah SAW.) berhak mengatur harga barang.

Keengganan Rasulullah SAW. untuk mengatur harga angar
(sebagaiman disyari’atkan dalam hadist tersebut)ya juberkaitan
dengan konsep rizki Allah SWT. yang diberikan kepadetiap
manusia. Dalam masalah ini, masalah rizki manusierupakan hak
progesif Allah SWT. vyang tidak seorangpun mampu ukint
memaksakan atau mengaturnya. Demikian juga Kketilesemang
melakukan perniagaan, tidak seorangpun boleh mekesta harga di
luar kesepakatan antara penjual dan penfbeli.

Apabila dalam penetapan harga mengandung unsur akedim
dan pemaksaan, sehingga mereka harus menjual dambetiedengan
harga yang tidak mereka sukai atau menghalangi kaedari hal-hal
yang diperbolehkan oleh Allah maka penetapan hasgperti itu
hukumnya haram. Akan tetapi, jika mengandung undaadilan
sesama manusia, seperti memaksa mereka yang matakirtknsaksi
jual beli dengan harga yang wajar dan melarang kaemari hal-hal
yang diharamkan, maka penetapan harga seperti iperbdlehkan
bahkan menjadi wajib hukumnya.

Apabila para pedagang telah melakukan tindakan ysegenang-

wenang dengan memberikan harga jual yang begitdaferdan akan

8 Ibid, him. 95.
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menjualnya dengan harga yang mahal hingga membedmaya
keadaan pasar dan kepentingan umum, maka ketika wajiblah

Pemerintah  turun tangan mencampuri urusan harga gaden
menetapkan harga demi memelihara kepentingan olsmyak. Imam

Malik dan segolongan as-Syafii memandang boleh eparan harga
pasar, demikian juga ulama Zaidiah di antaranyad Sanh Musayyad,

Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'ad al-Ansharnereka

membolehkan penentuan harga (oleh Pemerintah) Hegpentingan

umum menghendaki demikian.

Dengan demikian jual beli ikan dengan Sistem ljorerugikan
bagi satu pihak vyaitu pihak nelayan, padahal kedweah pihak
tersebut dapat bekerja sama tanpa harus merugiglaih satu pihak.
Solusi dalam Islam yaitu dengan menggunakan judl decara salam,
maksud dari jual beli secara salam adalah jual lkiélimana harga
dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteeigentu akan
diserahkan pada waktu tertentu. Para Imam Mazhapakaé atas
bolehnya melakukan jual beli secara salam terhatbapang-barang
yang belum ada ketika akad apabila barang-barangektet dapat
ditakar, ditimbang, dan diukur yang dapat diteramgkdengan tegas
dan jelas sifatnyA. Sebagai contoh yaitu para juragan memberikan
uang atau harga atas ikan yang akan dibelinya kepadlayan,

semisal sebesar 3 juta rupiah pada saat akad iteiadhudian para

’ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad¥isyqi,Figih Empat Mazhap
Bandung: Hasyimi Press, Cet ke-1, 2001, him. 245.
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nelayan harus memberikan ikan dorang, ikan tongkalu ikan tengiri
sebanyak 5 kwintal setelah melaut, apabila ikangyaiiberikan para
nelayan kepada para juragan belum mencapai 5 Kwimtaka para
nelayan masih harus memberikan ikan kekurangan ydredum
diberikan kepada juragan hingga jumlah ikan vyandperkan oleh
nelayan untuk juragan genap sampai 5 kwintal.

Syari'at menganjurkan  untuk  meraih  kemaslahatan idem
kepentingan hidup bermasyarakat. Oleh karena itanjaikan untuk
menjauhi mafsadat lebih didahulukan ketimbang untuk meraih
kemaslahatan. Bahwasannya seluruh syari'at adaladslaimt, baik
dengan cara menolaknafsadat atau dengan meraih maslahat dan ada
untuk kepentingan dunia maupun akhirat adapula kurikepentingan
keduanya. Karena maslahat diperintahkan syari'atan dseluruh
mafsadat dilarang oleh sayri'dt. Yang menjadikan jual beli sistem
ljion digolongkan sebagai jual befiasid adalah jual beli yang tidak
mengikuti ketentuan Islam, tidak diperbolehkan dangsendirinya
kecuali ada pembenaran dari syari'at. Sekalipuna paragan sudah
memberikan uang (harga) dan para nelayan telah nmemeuang dan
sudah melakukan ketentuan dalam akad jual beli pgercukun dan
syarat, jual beli sistem ljon termasuk dalam saaku bentuk jual beli
yang dilarang oleh syari'at. Karena di dalam priksesstem ljon telah

melakukan praktek mapak, menggabungkan dua akadmdasatu

8 A. Djazuli, Kaidah-kaidih Figih, jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, him. 27.
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transaksi dan dari segi penetapan harga hanya atleib satu pihak.
Praktek seperti ini sudah dilarang sejak zaman IRésun SAW
karena ditakutkan dapat mendhalimi bagi salah satbhak yang
melakukan jual beli.

Mengenai bentuk jual beli ikan pada sistem Jj@uatu akad yang
telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya akan ikengkedua
belah pihak yang berakad. Oleh karena itu dengangik&tnya akad
tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belahakpiboleh
memutuskan akad dengan sendirinya kecuali kesegakledua belah
pihak untuk membatalkan dan menyelesaikan akad. biRpadalam
jual beli ada salah satu pihak merasa dirugikarersieplalam jual beli
ikan dengan sistem ljon karena mereka harus dibatagik menjual
hasil tangkapan ikannya hanya kepada juragan dan s&gi harga
mereka tidak boleh ikut menentukan, maka yang dallakukan bagi
pihak yang dirugikan (nelayan) yaitu meminta agasilh tangkapan
ikannya dibagi menjadi dua dan bagian yang diparoleelayan
terserah kepada nelayan akan menjualnya kemanaainSetlari
pembagian hasil tangkapan ikan dari segi hargayaelguga berhak
untuk ikut menentukan karena nelayan sebagai pijiakg memiliki
ikan, karena dalam jual beli mengenai harga harugnunut

kesepakatan antara penjual dan pembeli.
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